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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR  11 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

 

 

I. UMUM 

 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara 

dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang 

berwenang membuat Peraturan Daerah. 

Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting harus sungguh-

sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

baik, meliputi : 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

Pemerintah Kabupaten Malang belum memiliki peraturan tentang 

bagaimana Pola Pembentukan Peraturan Daerah, selama ini hanya mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku umum. 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Peraturan 

Daerah ini merupakan kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan publik untuk 

memberikan dasar-dasar yuridis (teknik hukum) suatu konstruksi hukum 

Pembentukan Peraturan Daerah dan dapat dijadikan pijakan sekaligus sebagian 

substansinya perlu dikembangkan serta dituangkan dalam peraturan daerah yang 

dibentuk. Atas dasar itulah perlunya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang tentang Pembentukan Peraturan Daerah. 
 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

 

Pasal 8  

Cukup jelas 

 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi 
vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

Ayat (6)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

Ayat (6)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Perauran 

Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar 

masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap 

Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah 

diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Daerah tersebut dilakukan, 

misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 


